
BAB VI   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

 

1. Ada pun faktor penyebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam 

berinvestasi  di Indonesia yakni :  

  

a.          Dilihat dari latar belakang munculnya   UU PMA Nomor 1 Tahun 

1967, undang-undang ini khusus diberlakukan kepada investor 

asing. Untuk investor dalam negeri diatur dalam undang-undang 

tersendiri. Hal ini berarti ada perbedaan perlakuan antara investor 

asing dengan investor dalam negeri.  Dalam tatanan hukum 

investasi internasional (International Investment law) sendiri   

sudah mulai dihilangkan perbedaan perlakuan antara pelaku usaha 

asing dan lokal.    

b.       Secara substansial pengaturan tentang investasi asing sebagaimana 

yang dijabarkan dalam  UU PMA Nomor 1 Tahun 1967 cukup 

singkat, sehingga  dalam pelaksanaan undang-undang ini perlu  

penjabaran lebih dalam berbagai  kebijakan pemerintah. Selain itu 

pelaksanaan undang-undang ini juga terkait dengan berbagai 

peraturan perundang-undangan lain yang erat hubungannya dengan 

investasi asing. Hal ini tentu dapat menimbulkan berbagai 
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interprestasi dari berbagai pihak yang mempunyai kewenangan 

dalam pengelolaan investasi.  Akibatnya adalah bagi investor tidak 

ada suatu jaminan hukum yang pasti yang dapat dijadikan 

pegangan dalam menjakan investasi. 

c.   Lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan dalam 

mengelola investasi, belum ada ketegasan apakah kewenangan 

mengelolala investasi hanya satu instansi atau di berbagai instansi 

yang dikoordinasikan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk 

itu.  

d.    Lemahnya penegakan hukum (law enforcement)  khususnya 

pelaksanaan putusan lembaga peradilan.    

 

2.   Kehadiran investor asing  untuk  masa kini tidak lagi dianggap hanya 

sebagai pelengkap dalam membangun perekonomian nasional, akan tetapi 

kehadiran investor asing sudah menjadi penggerak roda pembangunan 

ekonomi nasional. Investor asing akan berinvestasi jika  ia melihat 

ketentuan investasi yang ada akan melindung investasinya.  Perlindungan 

investasi ini akan dilihat  sesuai kualifikasi tuntutan global   yakni  

terciptanya tata kelola investasi yang baik (Good Investment Governance, 

GIG). Tata kelola investasi yang baik  mempunyai konsekuensi,     

diterbitkannya  serangkaian ketentuan-ketentauan yang menyangkut 

tentang investasi  perlu ada keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait 

dengan tata kelola investasi yang baik. Hal ini penting agar dalam 
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pelaksanaan peraturan yang diterbitkan tersebut, tidak terjadi berbagai 

benturan kepentingan. Selain itu, kemungkinan timbulnya tumpang tindih 

berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun 

horizontal dapat diminalisasi sejak awal.         

  

3. Dalam membangun sistem hukum investasi nasional  perlu pendekatan 

yang lebih komprehensif. Dengan pedekatan seperti ini, diharapkan 

hukum investasi nasional yang akan dibangun  dapat  mengakomodasi 

berbagai kepentingan yang terkait dengan investasi. Salah pihak yang 

cukup terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk itu, dalam 

merumuskan ketentuan hukum investasi nasional perlu keikutsertaan 

pemerintah daearah. Agar ketentuan hukum investasi nasional yang akan 

dibangun kompetitif dengan era globasasi perlu memperhatikan, norma-

norma hukum investasi yang  di negara lain.   

 

 

B.  SARAN 

 

1. Upaya untuk mengurangi terjadinya ketidakpastian hukum dalam 

berinvestasi di Indonesia yakni menyesuaikan peraturan perundang-

undangan di bidang investasi dengan berbagai perjanjian internasional 

baik yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

investasi  yang dikuti oleh pemerintah Indonesia. Penyesuain dengan 
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berbagai perjanjian internasioanl tersebut dapat dilakukan dengan cara  

Pertama, mengamandemen  perundang-undangan di bidang investasi. 

Kedua, menerbitkan undang-undang investasi  yang baru. Dalam 

pembaruan undang-undang investasi tidak perlu dibedakan lagi 

pengaturan untuk investasi asing dengan investasi dalam negeri. Terbitnya 

undang-undang  yang baru  diharapkan, tidak ada lagi keragu-raguan bagi 

calon investor khususnya investor asing untuk berivestasi di Indonesia, 

sebab secara normatif  tida ada lagi perbedaan perlakuan antara pemodal 

asing dengan  pemodal lokal (dalam negeri). 

 

2. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam 

berinvestasi adalah masalah jangka waktu pengurusan perjijinan investasi. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ternyata jangka 

waktu pengurusan perjijan investasi di Indonesia memakan waktu yang 

cukup lama. Agar persaingan dalam merebut calon investor dapat 

berkompetisi dengan negara lain, maka ratai birokrasi yang dirasakan 

cukup panjang perlu diperpendek. Untuk perlunya ditetapkan  jangka 

waktu pengurusan perijinan. Hal ini penting agar  para investor dapat 

mengetahui berapa lama dia harus menunggu keluarnya ijin investasi, 

sebab bagi para investor perlu  menghitung biaya  yang harus dia 

keluarkan dalam pengurusan ijin yang dimaksud. Atau bisa juga 

ditentukan jika keputusan belum diterbitkan dalam jangka waktu  yang 

 309



ditentukan, maka investor tersebut dapat menjalankan usaha atau 

berinvestasi tanpa harus ada ijin.    

 

3. Fungsi badan yang mengelola penanaman modal perlu pertegas, apakah 

fungsi badan ini hanya sebagai badan yang mengkoordinasikan berbagai 

instansi yang terkait ataukah juga badan ini memberi keputusan boleh 

tidaknya suatu investasi dilakukan oleh investor.  Hal ini penting, agar 

calon investor mengetahui sejaka awal ia mengurus perijinnan investasi 

seluruh persyaratan yang dibutuhkan berada dalam satu insitusi  yang 

mempunyai otiritas untuk itu.     

 

4. Perlu disinkronisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan investasi. 

Hal ini penting, mengingat berbagai peraturan yang ada yang terkait 

dengan investasi cukup banyak, sehingga bagi investor sendiri mengalami 

hambatan dalam memahami ketentuan investasi yang ada. 

 

5. Perlu dipertegas bagaimana peran dan posisi pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam mengelola investasi. Hal ini penting, mengingat  lokasi 

beroperasinya perusahaan penanam modal ada di daerah Kabupaten/Kota. 

Dengan adanya kejelasan tersebut  kemungkinan adanya perbedaan 

interprestasi dalam pengelolaan investasi dapat diminimalisasi sejak awal.  
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6. Dengan diakuinya Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu produk 

peraturan perundang-undangan nasional, maka sebaiknya Pemerintah 

Daerah (Pemda) dalam menerbitkan Perda, perlu mensikronisasikan 

dengan berbagai peraturan lain yang ada kaitannya dengan investasi agar 

tidak saling bertentangan. Selain itu Perda yang akan diterbitkan tersebut 

sebaiknya dapat dijadikan sebagai pemacu hadirnya investor ke daerah.   
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